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ABSTRAK

Dalam usaha mengatasi permasalahan tanah di Kabupaten Muara Enim,
Pemerintah telah meluncurkan sebuah program dengan tujuan memberikan
kepastian hukum kepada pemilik tanah di Desa Muara Lawai. Program ini
bertujuan untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat Hak atas tanah agar
masyarakat lebih terbantu. Program yang dipilih adalah Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) dan Desa Lengkap sebagai sasaran utama pelaksanaan.
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan
program PTSL. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
menerapkan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Hom, termasuk
Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi,
karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi, serta disposisi
implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan
program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim telah berjalan dengan
baik. Namun, ada beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan
program ini, Salah satu faktor penghambatnya adalah minimnya sarana dan
prasarana yang memadai, serta kesadaran masyarakat yang rendah dalam
memenuhi persyaratan administrasi. Akibatnya, pelaksanaan program PTSL di
Kabupaten Muara Enim mengalami ke lambatan,
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ABSTRACT

In an effort to overcome land problems in Muara Enim Regency, the
Government has launched a program with the aim of providing legal certainty to
landowners in Muara Lawai Village. This program aims to facilitate the process of
obtaining certificates of land rights so that the community can be assisted more.
The selected program is Complete Systematic Land Registration (PTSL) and
Complete Village as the main target of implementation. This study uses a
descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through
interviews, observation and documentation related to the implementation of the
PTSL program. The data obtained were then analyzed qualitatively by applying the
theory put forward by Van Meter and Van Horn, including policy standards and
objectives, resources, communication between organizations, characteristics of
implementing agents, social and economic conditions, and implementor
dispositions. The results of the study show that in general, the implementation of
the PTSL program at the Muara Enim District Land Office has been going well.
However, there are several obstacles that affect the smooth implementation of this
program. One of the inhibiting factors is the lack of adequate facilities and
infrastructure, as well as low public awareness in fulfilling administrative
requirements. As a result, the implementation of the PTSL program in Muara Enim
Regency has been slow.

Keywords: PTSL Land Registration, PTSL Implementation, PTSL services
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Implementasi kebijakan adalah tahapan umum dari tindakan administratif yang

dapat diatur pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dimulai setelah
ditetapkan tujuan dan sasaran, menyusun rencana tindakan, serta menyiapkan dan
menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Harapannya, tujuan
kebijakan akan tercapai apabila kelompok sasaran menerima dan menerapkan hasil
kebijakan dengan efektif, sehingga mencapai hasil yang diharapkan dalam jangka

panjang.

Dengan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
dapat mengatasi permasalahan pertanahan yang selalu muncul danrelevan di kalangan
masyarakat, terutama di Kabupaten Muara Enim. Seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, permasalahan pertanahan
semakin meningkat dan menyebabkan konflik yang sering menghasilkan perkara-
perkara tanah dan perselisinan. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat
memiliki bukti atau tanda kepemilikan tanah. Untuk memudahkan masyarakat dalam
mendapatkan atau mendaftarkan tanah mereka dan memperoleh bukti kepemilikan,
pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya melalui program

PTSL yang memudahkan pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah.

Implemetasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan
publik yang bertujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan
kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat. Tahapan ini melibatkan

aktivitas pendistribusian keluaran kebijakan oleh para pelaksana ke kelompok sasaran,



sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan diharapkan dapat
mencapai tujuan yang diinginkan apabila keluaran kebijakan diterima dan
dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran, sehingga dalam jangka panjang,
hasil kebijakan dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan (Purwanto dan

Sulistyastuti, 2015).

Peningkatan permintaan terhadap tanah bisa menyebabkan munculnya masalah
terkait pertanahan. Masalah ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya
kebutuhan tanah dalam masyarakat, dan perlu diantisipasi dengan cepat untuk
menghadapi kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Salah satu contoh penyebab
konflik yang terkait dengan tanah adalah transaksi jual beli tanah yang sering terjadi
di masyarakat, juga penggunaan tanah sebagai jaminan di lembaga keuangan seperti
Bank. Akibatnya, ahli waris juga bisa terlibat dalam masalah yang mungkin muncul di

masa depan.

Adanya permasalahan tanah tersebut dikarenakan lemahnya sertifikat hak guna
tanah atau kepemilikan tanah. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melengkapi
kewajiban dalam pendaftaran sertifikat hak guna tanah atau kepemilikan tanah
sehingga suatu saat nanti tidak menimbulkan masalah tanah atau sengketa. Undang-
Undang Pokok Agraria mewajibkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah
di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 19
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria
(UUPA) danperaturan pelaksanaannya, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk
meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan yaitu sertifikasi kolektif dan serentak di

berbagai wilayah Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).



Sejak tahun 2017, Program PTSL telah menjadi salah satu program prioritas
Pemerintah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) telah ditetapkan dengan target yang jelas untuk melakukan sertifikasi
tanah di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017, target Pemerintah adalah 5 juta bidang
dengan realisasi mencapai 5,2 juta bidang. Pada tahun 2018, targetnya ditingkatkan
menjadi 7 juta bidang, dan sampai Oktober 2018, sudah terdapat 6.192.875 bidang
tanah yang bersertifikat. Selanjutnya, pada tahun 2019, target yang ditetapkan adalah
9 juta bidang tanah yang akan mendapatkan sertifikat. Melalui program PTSL ini,
Kementerian ATR/BPN berharap dapat mencapai target utama Presiden, yaitu pada
tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Jumlah total bidang
tanah yang akan menjadi target hingga tahun 2025 adalah 126 juta bidang, dan

diharapkan selesai pada tahun 2023.

Dalam upaya mencapai target tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Inpres 2/2018). Dalam instruksi ini,
Presiden memberikan petunjuk kepada sejumlah kementerian, badan usaha milik
negara, dan lembaga pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam mendukung pelaksanaan
percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah
Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar tercapainya pendaftarantanah secara lengkap

diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat
mengatasi permasalahan pertanahan yang ada dimasyarakat khususnya di Kabupaten

Muara Enim. Pemerintah menanggapi persepsi negatif masyarakat terhadap dokumen



hak milik dengan menerbitkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL). Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan
melindungi hak milik masyarakat atas tanah. PTSL adalah pendaftaran atau sertifikasi
pertama dari semua pendaftar tanah. Rencananya, program ini akan dijalankan di
seluruh desa atau kelurahan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan
utamanya adalah mengumpulkan data fisik dan hukum mengenai satu atau beberapa

obyek pendaftaran tanah.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, masalah tanah berubah menjadi masalah yang
berujung pada sengketa tanah dan seringkali menimbulkan sengketa tanah karena
setiap masyarakat pasti memiliki bukti atau tanda kepemilikan tanah. Untuk mencapai
hal tersebut, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang memudahkan masyarakat
untuk mendapatkan tanah atau mendaftarkan bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat
tanah. Program PTSL diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam
pengelolaan hak guna tanah dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan mereka.
Diharapkan pula bahwa program ini dapat mengurangi keluhan masyarakat terkait

sengketa tanah.

Adapun rekapitulasi data kegiatan PTSL Kabupaten Muara Enim Tahun 2022

dapat dilihat pada tabel berikut:

No Desa/Kelurahan Total Sertifikat Terbit
1 | Tanjung Tiga 125

2 | Muara Lawai 253

3 | Suban Baru 0

4 | Talang Beliung 124

5 | Babat 208

6 | Tapus 220

7 | Tajung Serian 41

8 | Lubuk Getam 7

9 | Teluk Limau 21




10 | Gaung Asam 611
11 | Talang Balai 634
12 | Sialingan 0
13 | Lubuk Emplas 90
14 | Muara Gula Lama 50
15 | Tanjung Jati 28
16 | Lubuk Semenantung 41
17 | Pulau Panggung 7
18 | Talang Nangka 0
19 | Petanang 49
20 | Sungai Duren 21
21 | Menanti 27
22 | Gunung lbul 229
23 | Payabakal 38
24 | Alai 49
25 | Teluk Lubuk 0
26 | Sukajadi 369
27 | Kepur 183
TOTAL 3,425

Tabel 1.1 rekapitulasi kegiatan PTSL Kabupaten Muara Enim

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Muara Enim dilakukan secara sistematik yang
artinya mengelompok terhadap desa-desa. Selanjutnya, Eko Saputra seorang pegawai
di Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim selaku pelaksana PTSL di desa Muara

Lawai mengatakan bahwa :

“Sebanyak 253 warga di desa Muara Lawai telah mengikuti Program PTSL
dan berhasil mendapatkan Sertifikat Tanah padabulan Juni 2023. Kami berharap
melalui pelaksanaan program PTSL, pandangan masyarakat mengenai klaim tanah
berdasarkan fakta sejarah dapat berubah, dan masyarakat akan menyadari bahwa
program ini merupakan salah satu cara untuk membuktikan kepemilikan tanah
yang sah dan kuat, terutama di Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari program ini
adalah untuk memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan masyarakat guna
mencapai tujuan yang telah direncanakan serta mengurangi frekuensi terjadinya
konflik dan sengketa tanah yang sering terjadi.”

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang
pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pemerintah

Kabupaten Muara Enim, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian



implementasi program ini dengan harapan yang diharapkan oleh warga Desa Muara

Lawai, Kecamatan Muara Enim.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merasa termotivasi
untuk melanjutkan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara
Enim dengan mengambil Kasus di Desa Muara Lawai". Dengan penelitian ini,
diharapkan peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan di Kabupaten Muara Enim,

di Desa Muara Lawai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , topik penelitian utama dijawab

melalui berbagai pertanyaan penelitian seperti:

Bagaimana penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara enim?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan peneliti adalah :
Untuk mengetahui Bagaimana dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara enim?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan kepentingan praktis
maupun teoritis, terutama untuk memperkirakan masalah yang melekat pada

subjek yang diteliti.



1. Bagi Akademisi bermanfaat sebagai acuan bagi yang ingin mendalami
lebih dalam penerapan program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap
(PTSL) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara enim.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi
dan bahan acuan untuk penerapan Program Pendaftaran Tanah Sitematis
Lengkap (PTSL) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara

Enim.
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